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LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi
kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24 /SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember
2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance atau
Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Restu Klepu Makmur yang tercermin dari
governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan
Governance Output pada 11 ( sebelas ) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan
berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis
sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan
laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
dengan menggunakan Pendekatan Risiko ( Risk Based Bank Rating/RBBR ).

Selain itu laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan
stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan ( Compliance )
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang
berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG
yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan
Kesetaraan . Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat

penting bagi Bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya



ditengah persaingan yang saat ini semakin ketat dan tantangan menghadapi dampak
pandemi COVID -19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.Pelaksanaan dan
Penerapan prinsip-prinsip GCG selama tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai

berikut :

A. Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Restu Klepu Makmur dalam rangka menciptakan terlaksananya
prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan benar , telah membuat kebijakan Tata
kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka
menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain mencakup :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi
3. Kebijakan Suksesi Direksi
4. Pelatihan dan Program Pengenalan Untuk Dewan Komisaris (SOC ) dan Dewan
Direksi ( BOD ) dan Induction Program
5. Prinsip-prinsip Utama Kebijakan
6. Kriteria Seleksi Vendor
7. Seleksi Vendor dan Manajemen Proses Pengadaan Barang dan Jasa
8. Evaluasi Kinerja Vendor
9. Peran Pengendalian Internal Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
10. Kriteria Kandidat Anggota Dewan Komisaris
11. Identifikasi dan Seleksi Kandidat Dewan Komisaris dan Direksi serta masa
kerjanya
12. Kebijakan Manajemen Risiko dan pilar-pilar Manajemen Risiko
13. Pokok-pokok Kebijakan Keragaman Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
14. Pokok-pokok Rapat Rutin dan RUPS
15. Media Komunikasi
16. Laporan Keuangan
17. Website Perusahaan
18. Pokok-pokok Kebijakan hadiah ( gratifikasi )
19. Pokok-pokok Kebijakan whistleblower.
20. Batas Maksimum Pemberian kredit

21. Rencana Bisnis



Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan
oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG dan
nilai-nilai yang dianut oleh PT. BPR Restu Klepu Makmur dikenal sebagai RESTU
WAY yang merupakan Corporate Cultur adalah :

RESTU

Responsible

Bertanggungjawab dalam mengemban amanah

Excellent

Cerdas dalam bekerja dan berakitivitas untuk menghasilakan yang terbaik

Sincere

Ikhlas dalam segala hal

Truthful

Jujur dalam perkataan dan perbuatan

Understandable

Mampu berkomunikasi dengan santun, tepat dan bijaksana

Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi governance commitment di PT. BPR Restu
Klepu Makmur. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang
baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan
Code of conduct ( Komitmen Integritas ) serta kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola ( Governance Structure ) PT. BPR Restu Klepu Makmur
telah memiliki Governance Structure yang sangat memadai untuk melaksanakan
tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan
Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha. Penunjukan telah

sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS.



Governance Structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa
Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku
dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta
memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja. Terdapat pemisahan
fungsi yang jelas antara satuan-satuan Kkerja tersebut dengan unit kerja
operasional dan unit kerja bisnis, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara
independen.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PT. BPR Restu Klepu Makmur
telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses
pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan
secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui
sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah
untuk diakses oleh seluruh pegawai.

Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan
memiliki Job Description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.
Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis bank juga didukung
dengan System Informasi Manajemen yang memadai yang memudahkan semua
pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan
keputusan dan pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ( OJK ), undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan
aktivitas operasional Bank.

Berdasarkan Akta no. 8 tanggal 13 Desember 2013 dari Notaris Theresia
Kurniawati Kwik, S.H. terdapat peningkatan Modal Dasar dari sebelumnya Rp.
4.000.000.000,- ( empat milyar ) menjadi Rp. 32.000.000.000,- ( tiga puluh dua
milyar ) terbagi atas 32.000 lembar saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- ( satu
juta ) per lembar saham. Dan berdasarkan akta tersebut diatas terdapat
peningkatan Modal disetor sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar ).

Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor tersebut telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-67721 AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 23
Desember 2013 dan Otoritas Jasa Keuangan (O]JK) dengan surat no. S-

64/KR.411/2014 tanggal 20 Maret 2014.



Adapun komposisi Modal Disetor PT. BPR Restu Klepu Makmur per 31
Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No. Pemegang Saham Saham Jumlah Prosentase
1. PT. Yasaniaga Utama 4.000 4.000.000.000 50 %
Mulia
2. Ir. Tjandra Mulia 2.800 2.800.000.000 35 %
3. Ratnawati, S.E. 1.200 1.200.000.000 15 %
Jumlah 8.000 8.000.000.000 100 %

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroaan
merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ
Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) terdiri dari RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Pengangkatan pengurus dilakukan melalui RUPS dan RUPS Luar
Biasa. Pada tahun 2020 telah dilakukan RUPS tentang pengangkatan kembali
Darusalam, S.E. ,M.M. sebagai Direktur Utama PT. BPR Restu Klepu Makmur pada
tanggal 16 maret 2020 dan diakta kan dengan No. Akta 75 tanggal 27 Maret 2020
dari Notaris Mochammad Machfudz , S.H. dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-
AH.01.03-0166687 tanggal 30 Maret 2020 dan telah ditatausahakan dengan surat
dari Otoritas Jasa Keuangan No. S -209/KR.0313/2020 tanggal 20 April 2020.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Restu Klepu

Makmur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Dewan Komisaris

No. Jabatan Nama
1. Komisaris Utama F. Widarto Subagio, S.E.
2. Komisaris Ratnawati, S.E.

3. Komisaris Independen Ir. Constantinus, M.M.

Dewan Direksi

No. Jabatan Nama
1. Direktur Utama Darusalam, S.E, M.M.

2. Direktur Bisnis Sutono, S.H.

3. Direktur Operasional Himawan Hendarto, S.E.
4. | Direktur Kepatuhan Sri Handayani Arifiati

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Pada tahun 2020 Direksi PT.BPR Restu Klepu Makmur berjumlah 4 (
empat ) orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Drektur Bisnis, Direktur
Operasional dan Direktur Kepatuhan dengan Tugas, Tanggung jawab dan

Wewenang sebagai berikut :

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1. Nama : | Darusalam, S.E, M.M.

NIK*) : |-

Jabatan : | Direktur Utama

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

TanggungJawab :
1. Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana bisnis dan Anggaran
yang realistis bagi setiap unit kerja BPR.
2. Memadukan seluruh potensi, baik Sumber Daya Manusia maupun
sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang

kegiatan operasional BPR.




Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR
tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan.

4. Bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengelolaan Bank
dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-
norma perbankan yang lazim sesuai ketentuan yang berlaku

5. Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan
perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan
efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain.

6. Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR.

7. Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal
BPR.

8. Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh
personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta
pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern
maupun ekstern.

9. Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam

rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank.

Tugas-tugas :

1. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan atau
peraturan pemerintah dan otoritas moneter.

2. Mentaati peraturan-peraturan yang dibuat dan telah disepakati
bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

3. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat dan
instansi pemerintah,OJK dan lembaga keuangan lainnya ( Bank
Umum, BPR, Koperasi, BMT, dan lain- lain.)

4. Bersama dengan Direktur melakukan tugas aktivitas sebagai
berikut :

a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian

bagian di kantor BPR




b. Membuat dan mengembangkan rencana dan strategi bisnis

C.

sesuai skala prioritas serta sasaran yang telah ditetapkan.
Memimpin rapat koordinasi antar bagian untuk membahas :

i. Persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari untuk

seluruh bidang kegiatan.

ii. Masalah strategi dan taktik pemasaran produk BPR.

iii. Pengendalian terhadap pengeluaran investasi maupun
biaya.

iv. Penyempurnaan tata kerja dan kontrol perusahaan.
Memantau dan mengevaluasi performance BPR secara
keseluruhan.

Memantau dan mengawasi kwalitas porto folio kredit agar
selalu dalam keadaan SEHAT dan memberikan keuntungan
yang maksimal.

Menyusun dan bertanggungjawab atas penghimpunan dana
baik melalui Tabungan atau Deposito Berjangka sesuai dengan
rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.

Menetapkan kebijakan dan strategi operasional BPR.
Menetapkan pengadaan sarana / fasilitas kantor dalam
menunjang operasional BPR.

Menetapkan dan mengawasi pengeluaran untuk investasi
maupun pengeluaran biaya untuk operasional sesuai prinsip
efisiensi.

Menetapkan kebutuhan personil, merekrut, menilai dan
menetapkan penempatan personil sesuai formasi dan
kemampuan masing-masing personil.

Menyampaikan laporan baik berkala maupun insidentil
kepada instansi terkait (OJK, Dinas Pajak, Depnaker) dan
Dewan Komisaris.

Mewakili BPR dalam kaitan urusan perusahaan dengan pihak
ketiga (misal : masalah penyelesaian kredit bermasalah

dengan pihak kepolisian atau pengadilan.)




m. Menyusun memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APU

PPT.

Wewenang :

1. Menetapkan dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran

baik jangka pendek maupun jangka panjang bersama dengan

Komisaris Utama.

Menandatangani surat-surat / dokumen-dokumen / warkat-

warkat baik untuk kepentingan Intern maupun Ekstern ( OJK,

Dinas Pajak, Depnaker dan lain-lain).

a.

Bersama dengan Direktur menetapkan :

Tingkat Suku Bunga Dana maupun Kredit dengan
memperhatikan kondisi serta perkembangan pasar.

Strategi pelayanan dengan mengacu kepada kepuasan nasabah
tanpa mengabaikan aspek keamanannya.

Putusan kredit.

Putusan pengeluaran Investasi dan pengeluaran biaya.
Formasi kepegawaian, merekrut, menilai, serta menetapkan
penerimaan atau pemutasian atau pemberhentian pegawai.
Penempatan, formasi jabatan dan sistem penggajian pegawai
serta kesejahteraan lainnya.

Penilaian atas prestasi pegawai dan rencana pengembangan

karier pegawai.




Nama : | Sutono, S.H.

NIK*) : |-

Jabatan : | Direktur Bisnis

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

TanggungJawab :

1. Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran
yang realistis bagi setiap unit kerja BPR.

2. Memadukan seluruh potensi, baik Sumber Daya Manusia
maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka
menunjang kegiatan bisnis BPR.

3. Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR
tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan.

4. Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang
lazim.

5. Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan
perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan
efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain.

6. Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR.

1. Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh
personal BPR.

2. Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas
seluruh personal BPR dan mengembangkan kemampuan
serta pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan
intern maupun ekstern.

3. Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu

dalam rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank.
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Tugas-tugas :

1. Mewakili Direktur Utama memelihara hubungan baik dengan

para nasabah, pejabat dan instansi pemerintah, Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya (Bank

Umum, BPR, Koperasi, BMT, dan lain-lain.) bilamana Direktur

Utama berhalangan.

2. Bersama dengan Direktur Utama melakukan tugas aktivitas

sebagai berikut :

a.

Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian-
bagian di kantor BPR

Membuat dan mengembangkan rencana dan strategi bisnis
sesuai skala prioritas serta sasaran yang telah ditetapkan.
Memimpin rapat koordinasi antar bagian untuk membahas :

— Persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari untuk

seluruh bidang kegiatan.

— Masalah strategi dan taktik pemasaran produk BPR.

— Pengendalian terhadap pengeluaran investasi maupun

biaya.

— Penyempurnaan tata kerja dan kontrol perusahaan.
Memantau dan mengevaluasi performance BPR secara
keseluruhan.

Memantau dan mengawasi kwalitas porto folio kredit agar
selalu dalam keadaan SEHAT dan memberikan keuntungan
yang maksimal.

Menyusun dan bertanggungjawab atas penghimpunan dana
baik melalui Tabungan atau Deposito Berjangka sesuai
dengan rencana kerja yang disampaikan kepada Bank
Indonesia.

Menetapkan kebutuhan personil, merekrut, menilai dan
menetapkan penempatan personil sesuai formasi dan

kemampuan masing-masing personil.
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h. Menyampaikan laporan baik berkala maupun insidentil

kepada instansi terkait (Bank Indonesia, Dinas Pajak,
Depnaker) dan Dewan Komisaris.

Mewakili BPR dalam kaitan urusan perusahaan dengan pihak
ketiga (misal : masalah penyelesaian kredit bermasalah
dengan pihak kepolisian atau pengadilan.)

Melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sesuai ketentuan dan
pedoman pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang

berlaku di BPR.

k. Memberikan pelatihan mengenai isu-isu terkini tentang
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada seluruh
karyawan secara berkala.

Wewenang :

1. Membantu Direktur Utama dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran baik jangka pendek maupun jangka panjang bersama

dengan Dewan Komisaris.

2. Menandatangani surat-surat / dokumen-dokumen / warkat-

warkat baik untuk kepentingan Intern maupun Ekstern ( Otoritas

Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dinas Pajak, Depnaker dan lain-

lain)bilamana Direktur Utama berhalangan.

3. Bersama dengan Direktur Utama menetapkan :

a.

Tingkat Suku Bunga Dana maupun Kredit dengan
memperhatikan kondisi perusahaan serta perkembangan
pasar.

Strategi pelayanan dengan mengacu kepada kepuasan
nasabah tanpa mengabaikan aspek keamanannya.

Putusan kredit.

Putusan pengeluaran Investasi dan pengeluaran biaya.
Formasi kepegawaian, merekrut, menilai, serta menetapkan

penerimaan atau pemutasian atau pemberhentian pegawai.
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f. Penempatan, formasi jabatan dan sistem penggajian pegawai
serta kesejahteraan lainnya.
g. Penilaian atas prestasi pegawai dan rencana pengembangan

karier pegawai

Nama : | Himawan Hendarto, S.E.
NIK*) D -
Jabatan : | Direktur Operasional

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

Tanggungjawab :

1. Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran yang
realistis bagi setiap unit kerja BPR.

2. Memadukan seluruh potensi, baik Sumber Daya Manusia maupun
sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang
kegiatan operasional BPR.

3. Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR
tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan.

4. Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang
lazim.

5. Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan
perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan
efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain.

6. Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR.

7. Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal
BPR.

8. Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh
personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta

pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern

maupun ekstern.
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9. Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam

rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank.

Tugas-tugas :

1. Mentaati peraturan-peraturan yang dibuat dan telah disepakati
bersama dengan Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

2. Mewakili Direktur Utama memelihara hubungan baik dengan
para nasabah, pejabat dan instansi pemerintah,OJK, dan lembaga
keuangan lainnya ( Bank Umum, BPR, Koperasi, BMT, dan lain-
lain.) bilamana Direktur Utama berhalangan.

3. Bersama dengan Direktur Utama melakukan tugas aktivitas
sebagai berikut :

a.

d. Memantau dan mengevaluasi performance BPR secara

Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian-
bagian di kantor BPR
Membuat dan mengembangkan rencana dan strategi bisnis
sesuai skala prioritas serta sasaran yang telah ditetapkan.
Memimpin rapat koordinasi antar bagian untuk membahas :
e Persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari untuk
seluruh bidang kegiatan.
e Masalah strategi dan taktik pemasaran produk BPR.
e Pengendalian terhadap pengeluaran investasi maupun
biaya.

e Penyempurnaan tata kerja dan kontrol perusahaan.

keseluruhan.

Memantau dan mengawasi kwalitas porto folio kredit agar
selalu dalam keadaan SEHAT dan memberikan keuntungan
yang maksimal.

Menyusun dan bertanggungjawab atas penghimpunan dana

baik melalui Tabungan atau Deposito Berjangka sesuai

dengan rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.

14



m. Menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KYC

Wewenang :

1. Membantu Direktur Utama dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran baik jangka pendek maupun jangka panjang bersama
dengan Komisaris Utama,

2. Menandatangani surat-surat / dokumen-dokumen / warkat-
warkat baik untuk kepentingan Intern maupun Ekstern ( OJK,
Dinas Pajak, Depnaker dan lain-lain) bilamana Direktur Utama
berhalangan.

3. Bersama dengan Direktur Utama menetapkan :

d.

Menetapkan kebijakan dan strategi operasional BPR.
Menetapkan pengadaan sarana / fasilitas kantor dalam
menunjang operasional BPR.

Menetapkan dan mengawasi pengeluaran untuk investasi
maupun pengeluaran biaya untuk operasional sesuai prinsip
efisiensi.

Menetapkan kebutuhan personil, merekrut, menilai dan
menetapkan penempatan personil sesuai formasi dan
kemampuan masing-masing personil.

Menyampaikan laporan baik berkala maupun insidentil
kepada instansi terkait (Bank Indonesia, Dinas Pajak,
Depnaker) dan Dewan Komisaris.

Mewakili BPR dalam kaitan urusan perusahaan dengan pihak
ketiga (misal : masalah penyelesaian kredit bermasalah

dengan pihak kepolisian atau pengadilan.)

Tingkat Suku Bunga Dana maupun Kredit dengan
memperhatikan kondisi serta perkembangan pasar.

Strategi pelayanan dengan mengacu kepada kepuasan
nasabah tanpa mengabaikan aspek keamanannya.

Putusan kredit.

Putusan pengeluaran Investasi dan pengeluaran biaya.
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e. Formasi kepegawaian, merekrut, menilai, serta menetapkan
penerimaan atau pemutasian atau pemberhentian pegawai.

f. Penempatan, formasi jabatan dan sistem penggajian pegawai
serta kesejahteraan lainnya.

g. Penilaian atas prestasi pegawai dan rencana pengembangan

karier pegawai.

Nama : | Sri Handayani Arifiati
NIK*) sl -
Jabatan : | Direktur Kepatuhan

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

Tanggungjawab :
1.

Memastikan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran
yang realistis bagi setiap unit kerja BPR sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Memadukan dan menerapkan seluruh potensi, sesuai dengan tata
kelola BPR, baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan
fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang kegiatan
operasional BPR

Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR
tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan serta
meminimalisir resiko perbankan.

Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang
lazim.

Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan
perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan
efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain.

Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis

antar personal intern BPR.
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Tugas-tugas :

Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal
BPR.

Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh
personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta
pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern
maupun ekstern.

Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam

rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank.

Mentaati peraturan-peraturan yang dibuat dan telah disepakati

bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat dan

instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan

lainnya ( Bank Umum, BPR, Koperasi, BMT, dan lain-lain.)

bilamana Direktur Utama berhalangan.

Bersama dengan Direktur lainnya melakukan tugas aktivitas

sebagai berikut :

a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian
bagian di kantor BPR.

b. Memastikan mengembangkan rencana dan strategi bisnis
sesuai skala prioritas serta sasaran yang telah ditetapkan.

c. Memimpin rapat koordinasi antar bagian untuk membahas :
i. Persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari untuk

seluruh bidang kegiatan.

ii. Masalah ketentuan dan peraturan BPR.

iii. Penyempurnaan tata kerja dan kontrol perusahaan.
Memantau dan mengevaluasi performance BPR secara
keseluruhan.

Memantau dan mengawasi kwalitas portofolio kredit agar selalu
dalam keadaan SEHAT dan memberikan keuntungan yang

maksimal.
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10.

11.

12.

13.

Wewenang :

Memberikan masukamn dalam Menyusun dan bertanggung
jawab dengan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK.
Menetapkan kebijakan dan strategi operasional BPR berkaitan
tentang peraturan dan ketentuan BPR.

Mengawasi pengeluaran untuk investasi maupun pengeluaran
biaya untuk operasional sesuai prinsip efisiensi sesuai ketentuan
yang berlaku

Menetapkan kebutuhan personil, merekrut, menilai dan
menetapkan penempatan personil sesuai formasi dan
kemampuan masing-masing personil terutama pada bagian
pelaporan pembukuan, audit, dan it.

Bertanggung jawab atas penyampaikan laporan baik berkala
maupun insidentil kepada instansi terkait (OJK,Bank Indonesia,
Dinas Pajak, Depnaker) dan Dewan Komisaris, Dewan Direksi.
Mewakili BPR dalam kaitan urusan perusahaan dengan pihak
ketiga (misal: masalah perpajakan.)

Bertanggug jawab atas menyampaikan laporan baik berkala
maupun insidentil kepada instansi terkait (O]JK, Bank Indonesia,
Dinas Pajak, Depnaker) dan Dewan Komisaris.

Menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APU PPT

Membantu Direktur Utama dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran baik jangka pendek maupun jangka panjang bersama
dengan Komisaris Utama.

Menandatangani surat-surat / dokumen-dokumen / warkat-
warkat baik untuk kepentingan Intern maupun Ekstern (Bank
Indonesia, Dinas Pajak, Depnaker dan lain-lain) bilamana
Direktur Utama berhalangan.

Bersama dengan Direktur lainnya menetapkan :

a. Strategi pelayanan dengan mengacu kepada kepuasan

nasabah tanpa mengabaikan aspek keamanannya.
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karier pegawai.

b. Putusan pengeluaran Investasi dan pengeluaran biaya agar
sesuai dengan tata kelola.

c. Formasi kepegawaian, merekrut, menilai, serta menetapkan
penerimaan atau pemutasian atau pemberhentian pegawai.

d. Penempatan, formasi jabatan dan sistem penggajian pegawai
serta kesejahteraan lainnya.

e. Penilaian atas prestasi pegawai dan rencana pengembangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**) :

Rekomendasi

Tindak Lanjut

1. Lakukan rencana bisnis dengan

baik dan siapkan

persiapan rencana bisnis.

2. Lakukan pemantauan dan buat
laporan pelaksanaan rencana
bisnis untuk nasabah existing
yang sudah lunas, follow up
kembali kepada petugas atau

marketing yang mengampu.

3. Lakukan pemantauan nasabah
existing yang sudah lunas follow
up kembali kepada marketing

pengampu

segala
keperluan yang berhubungan

dengan aturan, pedoman dan

Pelaksanaan dan dan monitoring
berkala atas Rencana Bisnis sudah

dijalankan

Sampai dengan Januari 2020,
sebanyak 23 Nasabah existing telah
melakukan

melalui CSRO

pengambilan ulang

Sudah dilaksanakan dengan cara

melakukan prospek untuk

nasabah-nasabah yang sudah lunas.
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4. Lakukan monitoring secara aktif
untuk nasabah-nasabah yang
kredit non

memiliki kondisi

lancar

5. Sehubungan dengan pandemic
covid 19 dan mendekati hari
Raya Idul Fitri pertimbangkan
kondisi pencairan, focus pada
pertahanan likuiditas sebagai
antisipasi pencairan dana

funding.

6. Dengan berakhirnya Tabungan
Satu, pertimbangkan untuk
segera membuat promo

Tabungan baru

7. Buat program untuk

meningkatkan pencairan kredit.

8. Masih ada temuan berulang dan
temuan OJK tahun 2019 belum
ditindaklanjuti.

9. Dewan direksi akan

mengirimkan action plan atas

penanganan NPL ke OJK dan
akan

dewan komisaris

mengawal action plan tersebut

Sudah dilaksanakan dengan
monitoring dan penagihan Debitur

non Lancar.

Sudah ditindaklanjuti dengan Stop
Lending untuk sementara pada
Triwulan II Tahun 2020 dan
melakukan penyaluran kredit lagi

pada triwulan III Tahun2020.

Sudah di tindaklanjuti dengan

Mengeluarkan produk baru

tabungan “Tabrisma Platinum”.

Melakukan promosi kredit bulan

Inklusi di bulan Oktober 2020

Tindaklanjut dalam proses.

Laporan  action plan  atas

penanganan NPL telah dikirimkan

ke OJK
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*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum

dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda
pembahasan terkait dengan Bisnis dan pengembangan usaha, manajemen dan
operasional Bank serta tindak lanjut rekomendasi dari Dewan Komisaris.
Setiap pagi dilakukan briefing , training atau sosialisasi ketentuan /kebijakan
dan pembacaan nilai-nilai budaya kerja Restu, setiap bulan sekali dilakukan
do’a bersama guna mendekatkan diri dan mohon perlindungan kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2020 PT. BPR Restu Klepu Makmur memiliki 3 ( tiga ) orang
anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama, anggota
Komisaris dan Komisaris Independen .

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan
pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) sesuai ketentuan yaitu :

1. Tempat tinggal Dewan Komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di
Indonesia dan paling sedikit 1 ( satu ) orang anggota Dewan Komisaris
harus bertenpat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota / kabupaten
pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor

Pusat Bank.

2. Komisaris Independen
Komisaris Independen adalah anggota Dewan komisaris yang tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,

21



dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,
Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan Keluarga

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajad kedua dengan :
a. Sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau

b. Anggota Direksi.

Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 ( dua )
rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai
anggota Direksi atau Pejabat Ekselutif pada BPR , Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, dan/ atau Bank Umum.

Dewan Komisaris memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup

untuk menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya operasional Bank.

Adapun Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenangnya Dewan Komisaris adalah

sebagai berikut :

No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama : F. Widarto Subagio, S.E.
NIK*) : -
Jabatan : Komisaris Utama

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :
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Tanggung Jawab :

1.

Menetapkan tujuan serta rencana kerja dan anggaran yang
realistis bagi setiap unit kerja BPR bersama dengan Dewan
Direksi.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan
kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan
yang harus ditempuh.

Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma
perbankan yang lazim.

Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi.
Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang
dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset

BPR.

Tugas - tugas :

Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis
yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Memimpin Rapat Dewan Komisaris.

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan BPR oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada
Direksi, untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan
tujuan BPR

Melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan
oleh Dewan Direksi.

Membuat laporan tertulis hasil pengawasan terhadap kinerja
Dewan Direksi setiap enam bulan sekali dan menyampaikannya

kepada Bank Indonesia tepat sesuai waktu yang telah ditentukan.
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6. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit pada batas jumlah
tertentu.

7. Dalam hal seluruh Dewan Direksi tidak ada untuk sementara
waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR.

8. Bersama dengan Dewan Direksi memelihara hubungan baik
dengan pejabat dan instansi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan
Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.

9. Bersama dengan Dewan Direksi membuat rencana kerja BPR.

Wewenang :

1. Mengetahui penghimpunan dana dan pemberian Kkredit,
termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan
BPR dan debitur besar tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Mengetahui dan menandatangani surat-surat / dokumen-
dokumen / warkat-warkat tertentu baik untuk kepentingan
Intern maupun Ekstern ( OJK, Bank Indonesia, Dinas Pajak,
Disnaker dan lain-lain) bersama dengan Dewan Direksi.

3. Bersama dengan Dewan Direksi menyetujui putusan pengeluaran
Investasi dan pengeluaran biaya dalam jumlah tertentu.

4. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja
berhak meminta / menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti
dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui
segala tindakan yang dijalankan Dewan Direksi.

5. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Dewan
Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana
pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang
telah ditetapkan.

6. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Dewan
Direksi, mengenai perkembangan dan kualitas portofolio

perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan
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kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar

tertentu.
Nama Ratnawati, S.E.
NIK*) -
Jabatan Komisaris

Tugas ,Tanggung Jawab dan Wewenang

TanggungJawab :

Menetapkan tujuan serta rencana kerja dan anggaran yang
realistis bagi setiap unit kerja BPR bersama dengan Dewan
Direksi.

Menjamin dan menjaga bahwa integritas dan perilaku seluruh
personal BPR tetap berada pada prinsip, etika serta moral
perbankan.

Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma
perbankan yang lazim.

Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi.
Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal
BPR.

Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang
dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset
BPR.

Tugas-tugas :

1. Melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan

oleh Dewan Direksi.
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Membuat laporan tertulis hasil pengawasan terhadap kinerja
Dewan Direksi setiap enam bulan sekali dan menyampaikannya
kepada Bank Indonesia tepat sesuai waktu yang telah ditentukan.
Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit pada batas jumlah
tertentu.

Dalam hal seluruh Dewan Direksi tidak ada untuk sementara
waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR.

Bersama dengan Dewan Direksi memelihara hubungan baik
dengan pejabat dan instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan
lembaga keuangan lainnya (Bank Umum, BPR, Koperasi, BMT,
dan lain-lain).

Bersama dengan Dewan Direksi membuat rencana kerja BPR.
Bersama dengan Dewan Direksi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di BPR dan
memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan

mengenai isu-isu terkini dan kebijakan yang berlaku.

Wewenang :

1.

Mengetahui dan menandatangani surat-surat / dokumen-
dokumen / warkat-warkat tertentu baik untuk kepentingan
Intern maupun Ekstern ( Bank Indonesia, Dinas Pajak, Disnaker
dan lain-lain) bersama dengan Dewan Direksi.

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja
berhak meminta / menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti
dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui
segala tindakan yang dijalankan Dewan Direksi.

Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Dewan
Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana
pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang
telah ditetapkan. Meminta penjelasan dan atau pertanggung
jawaban Dewan Direksi, mengenai perkembangan dan kualitas

portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang
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diberikan kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur

besar tertentu.

Nama : Ir. Constantinus, M.M.
NIK*) : -
Jabatan : Komisaris Independen

Tugas, Tanggung Jawab : dan Wewenang :

TanggungJawab :

1.

Menjamin dan menjaga bahwa integritas dan perilaku seluruh
personal BPR tetap berada pada prinsip, etika serta moral
perbankan.

Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma
perbankan yang lazim.

Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis
antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi.
Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh persona
BPR.

Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang
dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset

BPR.

Tugas -tugas :

1.

Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk
risiko operasionalnya.

Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa

terhadap laporan keuangan BPR.
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Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang
efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan
efektivitas strategi.

Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan
manajer-manajer professional.

Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, system
pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik.
Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan
perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan
perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan
dikelola secara baik.

Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan
yang baik (good corporate governance) dipatuhi dan diterapkan

secara baik.

Wewenang :

1.

2
3.
4

Mendapat laporan hasil pemeriksaan dari audit internal.
Mendapat laporan keuangan bulanan.

Mendapat laporan kinerja bulanan (anggaran vs realisasi).
Mendapat laporan-laporan lainnya yg diperlukan dalam rangka
pengawasan.

Mengetahui dan menandatangani surat-surat / dokumen-
dokumen / warkat-warkat tertentu baik untuk kepentingan
Intern maupun Ekstern ( Bank Indonesia, Dinas Pajak, Disnaker
dan lain-lain) bersama dengan Dewan Direksi.

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja
berhak meminta / menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti
dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui
segala tindakan yang dijalankan Dewan Direksi.

Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Dewan

Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana

pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang
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besar tertentu.

telah ditetapkan. Meminta penjelasan dan atau pertanggung
jawaban Dewan Direksi, mengenai perkembangan dan kualitas
portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang

diberikan kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi

Tindak lanjut

1. Lakukan rencana bisnis dengan
baik dan siapkan segala
keperluan yang berhubungan
dengan aturan, pedoman dan

persiapan rencana bisnis.

2. Lakukan pemantauan dan buat
laporan pelaksanaan rencana
bisnis untuk nasabah existing
yang sudah lunas, follow up
kembali kepada petugas atau

marketing yang mengampu.

3. Lakukan pemantauan nasabah
existing yang sudah lunas
follow up kembali kepada

marketing pengampu.

4. Lakukan monitoring secara
aktif untuk nasabah-nasabah
yang memiliki kondisi kredit

non lancar.

5. Sehubungan dengan pandemic

covid 19 dan mendekati hari

Pelaksanaan dan dan monitoring
berkala atau Rencana Bisnis sudah

dijalankan

Sampai dengan Januari 2020,
sebanyak 23 Nasabah existing
telah melakukan pengambilan

ulang melalui CSRO

Sudah dilaksanakan dengan cara
melakukan prospek untuk
nasabah-nasabah yang sudah

lunas.

Sudah dilaksanakan dengan
monitoring dan penagihan Debitur

non Lancar.

Sudah ditindaklanjuti dengan Stop

Lending untuk sementara pada
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Raya Idul Fitri pertimbangkan
Kondisi pencairan, focus pada
pertahanan likuiditas sebagai
antisipasi pencairan dana

funding.

. Dengan berakhirnya Tabungan

Satu, pertimbangkan segera

membuat promo tabungan baru.

. Buat program untuk
meningkatkan pencairan
kredit.

. Masih ada temuan berulang
dan temuan OJK tahun 2019
belum ditindaklanjuti.

. Dewan direksi akan
mengirimkan action plan atas
penanganan NPL ke OJK dan
akan

dewan komisaris

mengawal action plan tersebut

Triwulan II Tahun 2020 dan
melakukan penyaluran kredit lagi

pada triwulan III Tahun2020.

Sudah di tindaklanjuti dengan
Mengeluarkan produk baru

tabungan “Tabrisma Platinum” .

Melakukan promosi kredit bulan

Inklusi di bulan Oktober 2020

Tindaklanjut dalam proses.

Laporan  action plan atas

penanganan NPL telah dikirimkan

ke OJK

3. Kelengkapan dan Tanggung Jawab Satuan Kerja
Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada tahun 2020 PT. BPR
Restu Klepu Makmur sudah memiliki Direktur Kepatuhan yaitu Sri Handayani
Arifiati yang telah diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 14 Mei 2018 dengan
Akta 32 tanggal 15 Mei 2018 dari Notaris Mochamad Machfudz, S.H. dan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0203881 tanggal 19 Mei
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2018 dan telah ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No.
S-425/KR.0313/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Pada Tahun 2020 Bank telah memiliki Modal Inti Rp. 76.389.463.762,- (
Tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus
enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ). Dimana sesuai
ketentuan POJK Nomor 04/POJK.03 /2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- ( lima
puluh milyar ) wajib membentuk Satuan Kerja sedangkan jika Modal Inti
paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- ( delapan puluh milyar ) wajib membentuk
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan dapat membentuk Komite
Remunerasi dan Nominasi, Bank membentuk Kelengkapan dan pelaksanaan

Satuan Kerja sebagai berikut :

3.1. Satuan Kerja Kepatuhan

Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang
independen terhadap operasional Bank, untuk melaksanakan fungsi
Satuan Kerja kepatuhan yaitu dengan SK Direksi No. 003 /SK DIR/BPR-
RKM/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Satuan Kerja Audit Intern,
Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan.

Pejabat Satuan Kerja Kepatuhan yang ditunjuk adalah Ayu
Marantika , dengan Surat Keputusan Direksi No. 025/SK-DIR-
KYW/BPR-RKM/19 tanggal 02 Mei 2019 dan telah dilaporkan sebagai
pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah
ditatausahakan dengan surat no. S-504/KR.0311/2019 tanggal 24 Juni
2019. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggungjawab secara langsung
kepada Direktur Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah
menyusun dan melakukan pengkinian pedoman Kkerja, system dan
prosedur kepatuhan.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, bank telah
menjalankan hal-hal sebagai berikut :

a. Menjalankan training Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ( APU-PPT ) kepada unit

kerja khusus

31



3.2.

b. Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah

c. Menerapkan Menerapkan dan melakukan pengkinian data dalam
sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan Program Anti
Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme.

d. Memonitor pemenuhan komitmen kepada OJK dan pihak otoritas
lainnya;

e. Optimalisasi sistem Pengendalian Intern dan berjalannya fungsi
Audit Internal dalam setiap jenjang organisasi.

f. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal
Bank sesuai dengan kebijakan.

g. Menjalankan Pelaksanaan Program Pengaduan dan penyelesaian
nasabah.

h. Menambah sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan

tugas secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK No. 003 /SK DIR/BPR-RKM /2019 tanggal 1 Juli
2019 tentang Satuan Kerja Audit Intern , Satuan Kerja Manajemen
Risiko , Satuan Kerja Kepatuhan, Bank telah membentuk SKAI dan
menunjuk Pejabat Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap
fungsi operasional. Pejabat Satuan Kerja Audit Intern adalah Jeffry
Ardianto dengan surat Keputusan Direksi No. 011/SK-DIR-KYW /BPR-
RKM/18 tanggal 18 Juli 2018 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan telah ditatausahakan dengan surat No. S-
664/KR.0311/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

Satuan Kerja Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala
SKAI sebagai Pejabat Bank yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi
dengan Dewan Komisari.

Dalam kaitannya dengan fungsi Audit Internal , Bank telah

melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
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3.3.

Membentuk Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI )

b. Kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja
operasional

c. Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan
kerja SKAI dan Kepatuhan terhadap SOP, Ketentuan POJK,
ketentuan lainnya termasuk kesepakatan yang tertuang dalam
SPFAIB sebagai best practice fungsi audit;

d. Memberlakukan Whistle Blowing System yaitu pengungkapan
tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan
hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain
yang dapat merugikan Bank , maupun pihak yang mempunyai
kepentingan terhadap Bank ( Pemangku Kepentingan ) yang
dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan perusahaan , sehingga

perlu diambil tindakan yang tegas atas pelanggaran tersebut.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko
berdasarkan SK No. 003/SK DIR/BPR-RKM/2019 tanggal 1 Juli 2019
tentang Satuan Kerja Audit Inter , Satuan Kerja Manajemen Risiko,
Satuan  Kerja Kepatuhan dan menunjuk pejabat yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Satuan Kerja

Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional .

Pejabat Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah Ayu Marantika
yang merangkap menjadi Pejabat Satuan Kerja Kepatuhan yang
diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No. 025/SK-DIR-KYW /BPR-
RKM/19 tanggal 02 Mei 2019 dan telah dilaporkan sebagai Pejabat
Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditatausahakan

dengan surat nomer S-504/KR.0311/2019 tanggal 24 Juni 2019.
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Adapun Tugas dan Tanggung]Jawab Satuan Kerja adalah sebagai
berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja

Satuan Kerja Kepatuhan ( SKK)

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Satuan Kerja Kepatuhan wajib menyususn dan mengkinikan
pedoman Kkerja , sistem dan prosedur sesuai dengan kondisi
dan perkembangan terkini.

2. Satuan Kerja Kepatuhan wajib menyusun laporan atas
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan
Bank dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan, sekaligus
memberikan saran dan masukan kepada Direktur Utama
melalui Direktur Kepatuhan.

3. Memastikan bahwa BPR telah melaksanakan seluruh aturan
dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat
internal maupun eksternal diperlukan adanya personil atau
petugas khusus penilai kepatuhan ( Compliance officer ) yang
ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan Fungsi dan
tugasnya antara lain :

a. Memastikan bahwa semua aktivitas Bank telah
dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-
undangan , perjanjian dan komitmen dengan Otoritas
Pengawas Bank serta peraturan dan kebijakan internal
yang berlaku.

b. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat
kepatuhan BPR kepada Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris /Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan
BPR.

c. Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank

secara berkala sebagai bahan evaluasi Dewan Direksi (
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d. Memberikan saran dan masukan kepada Dewan Direksi (

Direktur Kepatuhan ) untuk pelaksanaan perbaikan lebih

lanjut.

Direktur Kepatuhan ) atas hasil penilaian dan evaluasi

tingkat kepatuhan Bank.

Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI )

Tugas dan Tanggung Jawab :
1.

SKAI bertanggungjawab kepada Direktur Utama serta
memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Pengawas.
SKAI melakukan penilaian terhadap kecukupan dan
efektivitas sistem pengendalian internal BPR , melakukan
review terhadap cara pengamanan aset BPR , menilai
kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta
menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance.

SKAI wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja BPR

SKAI mengawasi dan memberikan penilaian terhadap
keamanan dan ketertiban BPR serta melakukan pemeriksaan
secara berkala atas semua unit kerja yang ada dalam
organisasi.

SKAI mengadakan pemeriksaan terhadap agunan-agunan dan
jaminan-jaminan yang diterima Bank.

SKAI melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
Secara berkala dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh
pihak independen tentang kegiatan operasional BPR dan
hasilnya harus ditindaklanjuti oleh Manajemen BPR.

SKAI memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-
langkah dana tau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh

Dewan Direksi.
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Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko ( SKMR ) bertanggungjawab
atas kehandalan dan keakuratan laporan profil risiko
disampaikan kepada Direksi sekaligis sebagai masukan untuk
pengambilan keputusan lebih lanjut.

2. Satuan Kerja manajemen Risiko mempunyai kepentingan
untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap
perkembangan risiko yang dikelola BPR baik risiko melekat (
inherent Risk ) maupun terhadap sistem pengendalian risiko
( Risk Controll System ).

3. Ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan
dalam pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi :

a. Risiko melekat ( Inherent Risk ) terdiri dari risiko
kredit, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko
operasional, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

b. Sistem pengendalian risiko meliputi :

i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris / dewan
Pengawasan.

ii. Kecukupan kebijakan , prosedur dan penetapan
limit

iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen Risiko.

iv. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib melakukan penilaian
dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan
Manajemen dalam matriks penilaian risiko ( Profile Risiko )
dan hasil penilaian risiko tersebut disampaikan kepada
Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan
Direktur Kepatuhan.

5. Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib memberikan saran dan

masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan

36



pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direktur Utama

dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur

Kepatuhan.

b. Struktur , Keanggotaan , Keahlian dan Independensi Anggota

Satuan Kerja

Tanggungjawab
Satuan Kerja / PE
Kepatuhan &
Manajemen
Risiko BPR.
Pelatihan
Penerapan Dan
Pelaporan Profile
Resiko
Manajemen
Resiko Kredit Dan
Manajemen
Resiko
Kepatuhan"
Pelatihan
Penerapan

Prinsip KYC

Satuan Pihak
No Nama NIK*) Keahlian**) Kerja***) Independen
Al | Kep. | MR | (Ya/Tidak)
1. | Ayu 1. Pelatihan K K ya
Marantika Pelaksanaan & E E
Kewajiban T T
Pelaporan Tugas U U
& A A
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Komputer
Mengenal Ciri “
UPAL” &
Pengedaran Uang
Rupiah.

Bersama
Meningkatkan
Etos Kerja.

Labul Etap
Maerketing &
Pelayanan
Service

KYC &
Administrasi
Bank.

Analisis  Kredit
Pendekatan
Kuantitatif.
Administrasi
Kredit  Tingkat
Dasar & HUkum
Perjanjian
Sinergy Team
Building &
Motivatior.

HR Contact.
Initial Training.
Service
Excellence
Awarness.
Budaya Layanan
Prima.

SPI
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Training Of
Trainer BP]JS
Kesehatan &
Ketenagakerjaan
Public Relation.
Pelatihan “Online
Performance
Appraisal”.
Workshop
Pemeriksaan
Pajak Dalam
Rangka Menggali
Potensi
Perpajakan.
Workshop
Filsafah
Kepemimpinan.
Lokakarya Audit
Internal.
Pelaporan
Tentang
Kewajiban

Pelaporan = BPR

kepada OJK
dalam 1 Tahun.
Edukasi

Perpajakan Akses
Informasi
Keuangan Untuk
Kepentingan
Perpajakan.
Workshop

Penyususnan
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Laporan
Pengawasan
Rencana  Bisnis
BPR.

27. penyampaian
SPT Tahunan PPh
Badan Tahun
2018

28. Persiapan
Implementasi
Aplikasi Laporan
Bulanan BPR
(LBBPR)"

29. Pelatihan  SKAI
BPR

30.Tax Planning &
Tax
Management"

31. Pelatihan
Menyusun
Rencana  Bisnis

BPR 2020

Jeffry
Ardianto

1. Pelatihan Rencana
kerja dan Rencana
Bisnis Jangka
Panjang.

2. Service Leadership.

3. Pelatihan
Manajemen  Anti
Fraud Dalam

Mencegah

> o = m R

ya
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Terjadinya

TIPIBANK BPR.

. "DIGITAL
BANKING"

. Bedah Neraca

Dalam Rangka
Meningkatkan
Performance BPR.

. Strategi Audit Oleh
SKAI & Standar
Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bagi
BPR.

. Membaca Asesment
Psikologi Untuk
Non HR.

. Workshop Riset &
Pengembangan
Rekrutmen Untuk
Non HR.

. Strategic Selection
For Non HR.
10.Pelaporan Tentang
Kewajiban
Pelaporan BPR ke
OJK dalam 1 tahun.

11.Workshop

Kepribadian
Intuitif

12.Pelatihan Innovate

More A Reminder.
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13.Pelatihan dan
Penyusunan RBB
20109.

14."Pelatihan  Audit
Teknologi
Informasi"

15." Penyampaian
SPT Tahunan PPh
Badan Tahun 2018

16." Pelatihan SKAI
BPR Lanjutan”

17.Pelatihan  Audit
Intern Bank
Berbasis Risiko

18.Developing
Internal Audit
Capability

19.Training  Online
Audit  Teknologi
Informasi

20.UPGRADE YOUR
SKILL

JANUAR
KURNIAWA
N

1. Eksport Import.

2. Surveyor Effective
Leadership.

3. Pelatihan Analisa
Kredit

4. "Pelatihan SI APIK
( Sistem Informasi
Pencatatan
Informasi

Keuangan)"

> g3 O o o =2

ya
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. Teamwork

Wonderful Future
Based On
Psikological

Condition”

. Pelatihan Lateral

Thinking for
Vision,
Understanding,
Agility
(Angkatan II)

Clarity,

. Pelatihan Upgrade

Your Skill.

RIVANDA
ARYANDICA
NUGROHO

. Pengetahuan

Dasar Perbankan

. Workshop Aplikasi

GCG & Manajemen
Risiko  bprudent

platform.

. Developing

Internal Audit
Capability

> 4 O O o =2 >

Ya

ARDI SETYO
LUKITO

. Satuan Pengawas

Intern SPI

. Workshop Sistem

Informasi
Pelaporan Edukasi
dan Perlindungan
Konsumen

(SiPEDULI)

> g4 O o o Z2

ya

43




3. Pengetahuan
Dasar Perbanakan

4. Sosialisasi  PLPS
nomor 2 tahun
2018

5. Developing
Internal Audit

Capability

*)  NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

*#%)  Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota

Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Satker.

*#¥) Diisi dengan : ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Satuan Kerja

No.

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Satuan Kerja *)

Satuan Kerja Kepatuhan

Program Kerja
Pantauan Peraturan Perusahaan
b. Update SK dan IM yang sudah tidak
berlaku
c. Pantauan pelaporan ke pihak ekstern
d. Pantauan komitmen Hasil Pemeriksaan

OJK

Realisasi

a. Sudah dikirim ke Disnaker dan Sudah
terupdate masa berlaku Peraturan
Perusahaan PT. BPR Restu Klepu Makmur
sampai dengan tanggal 17 Januari 2022

b. Update petugas APU PPT yang tertuang
dalam SK Dir no. 016/SK-DIR-KYW /BPR-
RKM/17
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Telah dilakukan pantauan pelaporan

setiap bulannya

Telah dilakukan pantauan komitmen hasil

pemeriksaan OJK dan ada beberapa yang

masih dalam proses ditindaklanjuti

Jumlah Rapat ; 2 (dua) kali

Satuan Kerja Audit Internal

Program Kerja .03 -14 Mar 2020 : Audit Kantor RKM Pusat
16 Mar 2020 : Penyusunan LHA RKM

Pusat

20 Mar 2020 : Exit meeting hasil

temuan audit SKAI RKM

Pusat

II. 19 - 23 Okt 2020 : Audit Cab. Salatiga

26 Okt 2020 : Penyusunan LHA Cab.
Salatiga
02 Nov 2020 : Exit meeting hasil

Temuan audit SKAI Cab.
Salatiga

III. 03-09 Nov 2020 :Audit RKM Tengaran

09 Nov 2020 : Penyusunan LHA RKM
Tengaran
13 Nov 2020 : Exit Meeting hasil

temuan audit SKAI RKM

Tengaran

IV.16 - 20 Nov 2020 : Audit Cab. Boyolali

21 Nov 2020 : Penyusunan LHA Cab.
Boyolali .
24 Nov 2020 : Exit Meeting hasil

V.30 Nov -

temuan audit SKAI Cab.
Boyolali
04 Des 2020 : Audit Cab. Purworejo
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07 Des 2020 : Penyusunan LHA Cab.
Purworejo

09 Des 2020 : Exit meeting hasil
temuan audit SKAI

Cab. Purworejo

Realisasi : 1. 24 Feb - 24 Maret 2020 : Audit Kantor RKM
Pusat
25 Mar - 10 Mei 2020 : Penyusunan LHA
RKM Pusat
15 Mei 2020 : Exit meeting hasil
temuan audit SKAI
RKM Pusat
II. 19 Okt - 28 Okt 2020 : Audit Cab.
Salatiga
29 Okt - 04 Nov 2020 : Penyusunan LHA
Cab. Salatiga
09 Nov 2020 : Exit meeting hasil
Temuan audit
SKAI Cab.
Salatiga
III. 10 Nov- 17 Nov 2020 : Audit RKM
Tengaran
18 Nov - 19 Nov 2020 : Penyusunan LHA
RKM Tengaran
20 Nov 2020 : Exit Meeting hasil
temuan Audit SKAI
RKM Tengaran
IV. 23 Nov - 27 Nov 2020 : Audit Cab. Boyolali

28 Nov - 04 Des 2020 :Penyusunan LHA
Cab. Boyolali

07 Desember 2020 : Exit Meeting hasil




temuan audit SKAI
Cab. Boyolali
V.30 Nov - 04 Des 2020 : Audit Cab.

Purworejo

05 Des - 09 Des 2020  : Penyusunan LHA
Cab. Purworejo

14 Desember 2020 : Exit meeting hasil
temuan audit SKAI

Cab. Purworejo

Jumlah Rapat : 6 (enam ) kali

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Program Kerja : Semester |
a. Rekomendasi Manrisk dalam pemberian

Kredit
b. Laporan Profil Risiko Semester 1
Semester II :
a. Rekomendasi Manrisk dalam pemberian

kredit

b. Laporan Profil Risiko Semester 2

Realisasi : Semeter |

a. Rekomendasi Manrisk sudah sesuai
dengan ketentuan intern BPR IM
No0.008/IM DIR/BPR RKM/VII/19,
tanggal 31 Juli 2019, tentang
rekomendasi manajemen resiko atas
pengajuan kredit ke komite

b. Telah dikirimkan ke OJK dengan nomor
surat 141/BPRRKM/KPNO/VII/2020,
tanggal 30 Juli 2020

Semester II

a. Rekomendasi Manrisk sudah sesuai
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Dengan ketentuan intern BPR IM No.
008/IM DIR/BPR RKM/VII/19, tanggal

31 Juli 2019, tentang rekomendasi

manajemen resiko atas pengajuan kredit

ke komite

b. Telah dikirimkan ke OJK dengan nomor

surat 141/BPRRKM/KPNO/VII/2020,
tanggal 30 Juli 2020

Jumlah Rapat

: 2 (dua) kali

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program

Kerja.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT.BPR Restu Klepu Makmur

Nama Anggota Nominal Persentase
No. NIK*)
Direksi (Rp) Kepemilikan (%)
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

kepemilikan Saham pada PT. BPR Restu Klepu Makmur.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Pada Tahun 2020 seluruh anggota Direksi tidak memiliki

Nama Nama Persentase
Sandi Bank
NO. | Anggota NIK*) Perusahaan Kepemilikan
Lain*/**)
Direksi Lain (%)
Tidak
Tidak Ada Ad Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
a

Kepemilikan Saham pada perusahaan lain.

Pada tahun 2020 seluruh anggota direksi tidak memiliki
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C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan

Anggota Direksi Lain , Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

PT. BPR Restu Klepu Makmur.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Restu Klepu Makmur

Hubungan Keuangan**)

Nama Anggota Anggota
No. NIK*) Anggota Pemegang
Direksi Dewan
Direksi Lain Saham
Komisaris
Tidak
Tidak Ada Ad Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
a

Pada tahun 2020 seluruh anggota Direksi Tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Restu Klepu Makmur

Hubungan Keluarga **)

Nama Anggota Anggota
No. NIK*) Anggota Pemegang
Direksi Dewan
Direksi Lain Saham
Komisaris
Tidak
Tidak Ada Ad Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
a

Pada Tahun 2020 seluruh anggota Direksi tidak terdapat hubungan

keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris maupun

Pemegang Saham.
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D.

Independensi Dewan Direksi

1.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki
pengalaman pada industri perbankan telah bersertifikasi Direktur dan
telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ).
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,
Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dana tau lembaga
lain.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali
atau hubungan dengan Bank, baik dalam skala 2 ( dua ) tingkat vertikal
maupun horizontal.

Seluruh anggota Direksi telah membuat surat pernyataan tidak memiliki
hubungan keuangan , hubungan kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai
dengan kegiatan usaha Bank.

Bank memiliki modal inti Rp. 76.389.463.762,- ( Tujuh puluh enam milyar
tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu
tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) dan telah memiliki 4 ( empat ) Direktur
dan salah satunya adalah Direktur Kepatuhan .

Anggota Direksi bertempat tinggal ada yang di kota/kabupaten yang
berbeda namun masih di propinsi yang sama dengan propinsi lokasi
kaantor Pusat Bank.

Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan
rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 ( lima ) tahun di

bidang operasional perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

10. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

11. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki

saham melebihi dari 25 % ( dua puluh lima persen ) dari modal disetor
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pada PT. BPR Restu Klepu Makmur maupun pada suatu perusahaan
lainnya.

12. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang berisi tata tertib kerja
termasuk etika kerja, waktu kerja dan Rapat Direksi.

13. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional
sebagai konsultan.

14. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

15. Telah lulus Fit & proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan.

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Restu Klepu

Makmur
Nama Anggota Persentase
No. Dewan NIK*) Nominal (Rp) | Kepemilikan
Komisaris (%)
1. | Ratnawati, S.E. - 1.200.000.000 15 %

Pada tahun 2020 terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memiliki
saham pada PT. BPR Restu Klepu Makmur yaitu atas nama Ratnawati, S.E.
memiliki sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) atau

sebesar 15 %.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No Nama NIK*) Sandi Nama Persentase
Anggota Bank Perusahaan | Kepemilikan
Dewan Lain*/**) Lain (%)
Komisaris
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1. Ratnawati, | - PT.
S.E. Yasaniaga 50 %
Utama Mulia
2 Ratnawati, | - - PT. BPR
S.E. Restu
28 %
Mranggen
Makmur

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Restu Klepu

Makmur Pada perusahaan lain pada Tahun 2020 berdasarkan Laporan

Struktur Kelompok Usaha adalah, terdapat anggota Dewan Komisaris yaitu

Ratnawati, S.E. memiliki Saham pada perusahaan lain yaitu pada PT. Yasaniaga

Utama Mulia sebesar 50 % dan memiliki saham pada PT. BPR Restu Mranggen

Makmur sebesar 28 %.

F. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris

dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham PT. BPR Restu Klepu Makmur.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Restu Klepu

Makmur
Hubungan Keuangan**)
Nama Anggota Anngota

No. Dewan NIK*) Dewan Anggota | Pemegang

Komisaris Komisaris Direksi Saham

Lain
1. Ratnawati, S.E. Tidak Ada | Tidak Ada PT.

Yasaniaga

Utama

Mulia
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Pada tahun 2020 terdapat hubungan keuangan Anggota Dewan
Komisaris terhadap pemegang saham yaitu Ratnawati, S.E. yang merupakan
Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Restu Klepu Makmur menjadi pemegang
saham ( 50 % ) pada PT. Yasaniaga Utama Mulia yang merupakan pemegang

saham pengendali pada PT. BPR Restu Klepu Makmur.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Restu Klepu

Makmur.
Hubungan Keluarga**)
Nama
Anggota
Anggota
No. NIK*) Dewan | Anggota | Pemegang
Dewan
Komisaris | Direksi Saham
Komisaris
Lain
1. Ratnawati, | - Tidak Ada | Tidak Kakak
S.E. Ada Kandung

Pada Tahun 2020 terdapat hubungan keluarga Anggota Dewan
Komisaris terhadap Pemegang Saham yaitu Ratnawati, S.E. yang merupakan
Anggota Dewan Komisaris Pada PT. BPR Restu Klepu Makmur memiliki
hubungan keluarga dengan Ir. Tjandra Mulia yang merupakan Pemegang
Saham pada PT. BPR Restu Klepu Makmur ( 35 % ) yaitu sebagai Kakak
Kandung.

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang
ditetapkan Berdasarkan RUPS.
Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun
2020 telah ditetapkan dalam RUPS Tahunan 2019 yang dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 16 Maret 2020 di kantor PT. BPR Restu Klepu Makmur dengan

rincian sebagai berikut :
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Direksi Dewan Komisaris
Jenis
No. Jumlah Jumlah
Remunerasi Jumlah Jumlah
Keseluruhan Keseluruhan
(Dalam 1 Tahun) | Orang Orang
(Rp) (Rp)
1. Gaji*) 4 - 3 -
2. Tunjangan
4 - 3 -
3. Tantiem - - -
4. Kompensasi
berbasis saham - - -
5. Remunerasi
lainnya**) 4 - 3 -
Total 4 - 3 -

*)  Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima

Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga

**¥)  Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan

RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan

berdasarkan RUPS
Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah
Jenis Fasilitas Lain
No. Fasilitas ( Unit)
( Dalam 1 Tahun)
Direksi Dewan Komisaris
1. Perumahan Tidak Ada Tidak Ada
2. Transportasi Tidak Ada Tidak Ada
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3. Asuransi Kesehatan Tidak Ada Tidak Ada

4. Fasilitas lainnya*) Tidak Ada Tidak Ada

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-

masing BPR , misalnya fasilitas komunikasi.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*) Perbandingan**)
(a/b) : 1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) 938 :1
dan gaji pegawai yang terendah (b)
Rasio gaji anggota Direksi yang 2,13 :1
tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi
yang terendah (b)
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris 1,29 :1

yang tertinggi (a) dan gaji anggota

Dewan Komisaris yang terendah (b)

Rasio gaji anggota Direksi yang 2,48 :1
tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan

Komisaris yang tertinggi (b)

Rasio gaji anggota Direksi yang 2,55 :1
tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang
tertinggi (b)

*)  Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup
gaji pokok dan tunjangan dalam tahun 2020

**)  Perbandingan Rasio gaji



[. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 telah diselenggarakan minimal
setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana ketentuan dalam POJK No.
4/POJK.03/2015, pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
Adapun Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Rapat pada hari Rabu, 15 Januari 2020 , bertempat di Kantor Pusat
PT.BPR Restu Klepu Makmur, dihadiri oleh seluruh pengurus dengan
agenda rapat evaluasi kinerja dan isu strategis BPR periode tahun
2018. Pembahasan rapat fokus pada Proyeksi Perkembangan Kinerja,
Penurunan Jumlah NOA Nasabah Kredit.
b. Rapat pada hari Selasa, 17 Maret 2020, bertempat di Kantor Pusat PT.
BPR Restu Klepu Makmur, dihadiri oleh seluruh pengurus dengan
agenda rapat evaluasi kinerja dan isu strategis BPR bulan Januari -
Pebruari 2020. Pembahasan rapat fokus pada proyeksi perkembangan
usaha dan kinerja, funding dan tindak lanjut pandemi Covid-19.
c. Rapatpada hari Rabu, 15 Juli 2020, bertempat di Kantor Pusat PT. BPR
Restu Klepu Makmur, dihadiri oleh seluruh pengurus dengan agenda
rapat evaluasi kinerja dan pembahasan isu strategis , agenda
koordinasi semester I tahun 2020.
d. Rapat pada hari Jum’at, 16 Oktober 2020, bertempat di Kantor Pusat
PT. BPR Restu Klepu Makmur, dihadiri oleh seluruh pengurus dengan
agenda rapat rencana bisnis BPR, Evaluasi Rencana Bisnis BPR, Isu
Strategis, Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan OJK

Tahun 2020.

Disamping rapat-rapat rutin diantara Dewan Komisaris, manajemen juga
menyelenggarakan rapat-rapat operasional antara Dewan Komisaris dengan
Dewan Direksi dan seluruh kepala cabang dan karyawan setingkat manajer untuk
mendengarkan penjelasan tingkat pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi

oleh BPR.
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1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 ( satu ) Tahun

No.

Tanggal Rapat

Jumlah Peserta

Topik /Materi Pembahasan

15 januari 2020

1. Proyeksi perkembangan
kinerja PT. BPR Restu
Klepu Makmur.

2. Penurunan Jumlah NO

Nasabah Kredit

17 Maret 2020

1. Proyeksi perkembangan
kinerja PT. BPR Restu
Klepu Makmur

2. Kondisi Funding
didominasi oleh nasabah
deposito

3. Tindak lanjut Pandemi
Covid 19

15 Juli 2020

1. Proyeksi perkembangan
usaha dan kinerja PT.
BPR Restu Klepu
Makmur

2. Kondisi Funding
didominasi oleh nasabah
deposito

3. Tindak lanjut Pandemi
Covid 19

16 Oktober
2020

1. Rencana bisnis BPR

2. Evaluasi Rencana Bisnis
BPR

3. Isustrategis BPR
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4. Tindak lanjut atas
rekomendasi hasil

pemeriksaan OJK tahun

2020
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
No | Nama Anggota Dewan NIK*) Frekuensi Tingkat
Komisaris Kehadiran Kehadiran**)
Fisik | Telekon | (dalam %)
ferensi
1. | F.Widarto Subagio, S.E. | - 4 0 100 %
2. | Ratnawati, S.E. - 4 0 100 %
3. | Ir. Constantinus, M.M. - 4 0 100 %

J.  Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud )

Pada tahun 2020 terdapat penyimpangan / fraud yang dilakukan oleh Karyawan
sebanyak 2 ( dua ) kasus, hal ini terungkap karena Bank melakukan kroscek dan
memberlakukan Whistle Blowing System. Adapun dari 2 ( dua ) kasus Fraud
tersebut sudah terselesaikan dengan memberikan sanksi Pemutusan Hubungan

Kerja serta mengganti seluruh uang yang diselewengkan.

Jumlah Jumlah Kasus ( Satuan ) yang Dilakukan Oleh

Penyimpa Anggota Direksi Anggota Dewan Pegawai Tetap Pegawai Tidak
ngan Komisaris Tetap
Internal*) | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun

(Dalam 1 | sebelum | Laporan | sebelu | Lapora | sebelu | Laporan | sebelu | Laporan

Tahun) nya mnya n mnya mnya
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Total
Fraud

Telah
Diselesaik 0 0 0 0 0 2 0

an

Dalam
Proses 0 0 0 0 0 0 0
Penyelesa

ian**)

Belum

Diupayak
an 0 0 0 0 0 0 0
Penyelesa

iannya

***)

Telah
ditindakla 0 0 0 0 0 0 0
njuti
Melalui
Proses

Hukum

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
Pada Tahun 2020 terdapat 1 ( satu ) permasalahan / sengketa hukum yang
berakhir pada proses hukum di PT BPR Restu Klepu Makmur , namun sudah
terselesaikan dengan mediasi dengan penetapan putusan gugatan gugur dan
debitur telah menyelesaikan kewajiban di Bank dengan mengajukan keringanan

pelunasan.

Sedangkan Pengaduan Nasabah masih dalam dampak pandemi covid 19
yaitu permohonan penurunan angsuran, jumlah potongan dan berkaitan dengan

Restrukturisasi, namun semua bisa terselesaikan dengan penjelasan.
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Jumlah ( Satuan )
Permasalahan Hukum
Perdata Pidana
Telah Selesai ( telah 1 0
mempunyai  kekuatan
hukum yang tetap )
Dalam Proses 0 0
Penyelesaian
Total 1 0

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan ,
anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang
mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan

benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan .:

Pihak yang Memiliki Nilai
Pengambil Keputusan Jenis
Benturan Kepentingan Transaksi | Keterang
trans
Nama | Jabatan | NIK*) | Nama Jabatan | NIK*) kst (Jutaan an**)
aksi
Rupiah)

Tidak | Tidak Tidak Tidak Tidak | Tidak | Tidak | Tidak Ada Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
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M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2020 Bank tidak memberikan Dana untuk kegiatan social dan

kegiatan politik.
Tanggal Jenis Kegiatan | Penjelasan | Penerima
No. Jumlah (Rp)
Pelaksanaan | (Sosial/Politik) | Kegiatan Dana
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada

N. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
Bank telah menerapkan manajemen risiko , yang disesuaikan dengan
tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam

ketentuan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

0. Batas Maksimum Pemberian Kredit
PT. BPR Restu Klepu Makmur telah menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR . Kebijakan tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Restu Klepu Makmur adalah mengacu pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 49/POJK.03 /2017 yaitu :
1. Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling banyak
10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.
2. Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR
lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari Modal BPR.
3. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak
Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari
Modal BPR.
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4. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok
Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh
persen) dari Modal BPR.

Pengecualian :
Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum, termasuk bank umum
yang memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK

Nomor 49/POJK.03/2017 Pasal 7.

Dewan Komisaris PT. BPR Restu Klepu Makmur secara aktif mengawasi
pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit maupun pelampauan Batas
Maksimum Pemberian Kredit. Pada tahun 2020 Modal Bank sebesar Rp.
77.897.692.988,- dan terdapat 2 transaksi pemberian kredit kepada pihak terkait
yaitu keluarga dari Direksi sejumlah Rp. 121.333.200,- ( Seratus dua puluh satu
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) atau 0,04 % dari total kredit
yang diberikan dengan kondisi lancar. Untuk pemberian kredit kepada pihak
tidak terkait terbesar adalah Rp 10.730.000.000,- ( sepuluh milyar tujuh ratus tiga
puluh juta rupiah ). Sedangkan penyediaan dana berupa penempatan Dana Antar
Bank pada pihak terkait tidak ada sedangkan pada pihak tidak terkait pada Bank
Perkreditan Rakyat paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah).

. Rencana Bisnis

Bank telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis
tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan
yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa point penting dalam

penyusunan Rencana Bisnis Bank adalah sebagai berikut :

1. Analisa makro ekonomi dan industry BPR dalam menentukan besaran
rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang.

2. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan
ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi regional, inflasi, LPS,

besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi
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berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk
rencana kerja tahun depan.

3. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat ,
seperti Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE.

Q. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan PT. BPR Restu Klepu Makmur menyusun dan menyajikan laporan
dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang

mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR

PT. BPR Restu Klepu Makmur telah melaksanakan transparansi informasi
mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah Bank dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor
jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi

produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan PT. BPR Restu Klepu

Makmur dapat diakses di website resmi PT. BPR Restu Klepu Makmur

Web : restuklepu.co.id
Instagram : @bprrestuklepumakmur

WhatsApp :08112880706

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi
dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris , Bank wajib memastikan
ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem

informasi manajemen yang memadai.
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R. Penilaian Sendiri ( Self Assesment ) terhadap Penerapan Tata Kelola
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator ( penilaian,
disimpulkan bahwa PT.BPR Restu Klepu Makmur telah menetapkan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang dilandasi oleh

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator .

Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Bank sudah mempunyai
kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan
namun akan terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat
perkembangan terbaru ; Penerapan Fungsi Kepatuhan yaitu Strategi
penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh
jajaran organisasi .

2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yaitu perlu
dilakukan pengembangan terhadap system teknologi informasi terkait
penerapan manajemen risiko pada Bank.

3. Penerapan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi, yaitu struktur
dan infrastruktur Tata Kelola yang berkaitan dengan pembentukan Komite
Audit dan Komite Pemantauan Risiko dengan anggota komite sesuai
aturan.

4. Pemantauan dan pelaksanaan Tindak lanjut hasil temuan Audit.

Berdasarkan hal tersebut, self assessment Tata Kelola PT BPR Restu Klepu
Makmur mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata
Kelola dengan baik dengan nilai self assessment adalah sebesar 1,61 bobot C
Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan
secara tertulis dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat

diatasi dengan baik.

64



Penutup

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Restu Klepu Makmur tahun

2020, semoga kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk Masyarakat

Pengguna Jasa Perbankan serta memberikan nilai lebih bagi Konsumen,

Karyawan, Pengurus dan Pemenang Saham serta pihak lain yang terkait dengan

Bank.

Mengetahui / Menyetujui

7

Komfsaris Utama

Bergas, 28 April 2021
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Restu Klepu Makmur

KLEPU MAT]

pt. bank perkreditan rgk

Sri Handavani Arifiati

Direktur Utama Direktur Kepatuhan
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KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

TAHUN 2020

Skala Penerapan

No Kriteria / Indikator B | B |CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3

Bank telah memenuhi
jumlah anggota Direksi

(tiga) orang, dan salah satu anggota
1) Direksi bertindak sebagai Direktur v sebanyak 4 orang, dan
ang membawahkan fungsi kepatuhan salah satunya merupakan
yang & p ' Direktur Kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat
tinggal di kota/kabupaten yang sama, Direksi bertempat tinggal
atau kota/kabupaten yang berbeda .
o dikota/kabupaten  yang
pada provinsi yang sama, atau ;
2) ; L v berbeda dengan lokasi
kota/kabupaten di provinsi lain yang .
kantor namun masih
berbatasan langsung dengan dalam satu probinsi
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Propinst.
Kantor Pusat BPR.
Anggota Direksi tidak merangkap
jabatan pada Bank, Peruse.lhaan Nog Direksi berkomitmen dan
3) | Bank dan/atau lembaga lain ( partai | v . )
s S tidak merangkap jabatan.
politik atau organisasi
kemasyarakatan)
Mayoritas anggota Direksi tidak
memiliki hubu.ngan keluarga atau Tidak ada hubungan
4) | semenda sampai dengan derajat kedua v
. . keluarga antar pengurus.
dengan sesama anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Direksi tidak menggunakan penasihat
perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional sebagai konsultan kecuali
memenuhi persyaratan yaitu untuk
proyek yang bersifat khusus yang dari
sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah
didasari oleh kontrak yang jelas Direksi tidak
5) - . . V
meliputi lingkup pekerjaan, menggunakan penasehat.
tanggung  jawab, produk yang
dihasilkan, dan  jangka  waktu

pekerjaan, serta biaya; dan perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional
adalah  pihak independen yang
memiliki kualifikasi, untuk proyek yang
bersifat khusus dimaksud.




6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah
diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi
telah ditetapkan oleh RUPS sebelum
berakhir masa jabatannya.

Seluruh direksi telah lulus
uji kemampuan dan
kepatuhan serta telah
dianggkat melalui RUPS.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 6

1,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direksi melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara independen

Direksi telah  bekerja

7) | dan tidak memberikan kuasa umum :
yang dapat mengakibatkan pengalihan secara profesional,
tugas dan wewenang tanpa batas.
Direksi menindaklanjuti temuan audit Direksi telah
dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif menindaklanjuti hasil
8) yang ditunjuk sebagai auditor intern, temuan audit namun ada
auditor ekstern, dan hasil pengawasan hasil temuan audit masih
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil dalam proses
pengawasan otoritas lain. tindaklanjut.
Direksi menyediakan data dan
9) informasi yang lengkap, akurat, terkini, Direksi bekerja secara
dan tepat waktu kepada Dewan Profesional
Komisaris.
Pengambilan keputusan rapat Direksi
yang bersifat strategis dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat, . .
. Keputusan diambil
10) suara .terbanyak dalam hal tidak berdasarkan kesepakatan
tercapai musyawarah mufakat, atau (musyawarah)
sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi . : .
11) keunt%mgan BPR, serta ° tidagk Dlreks.l bekerja  secara
: ) profesional
mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS




12)

Anggota Direksi membudayakan
pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi antara lain dengan
peningkatan keikutsertaan pegawai
BPR dalam  pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas
individu.

Peningkatan kemampuan
SDM terus ditingkatkan
melalui training intern
maupun extern.

13)

Anggota Direksi mampu
mengimplementasikan kompetensi
yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara
lain pemahaman atas ketentuan
mengenai prinsip kehati- hatian.

Direksi bekerja secara
profesional dan dengan
azas prudensial banking.

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan
pedoman dan tata tertib kerja anggota
Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika Kkerja, waktu
kerja, dan peraturan rapat.

Pedoman terdokumentasi
dengan baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

14
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 1,75
jumlah pertanyaan: 8
Dikali dengan bobot B. Proses 0.70

Penerapan Tata Kelola (P): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Direksi mempertanggungjawabkan Setiap tahun dilakukan

15) | pelaksanaan tugasnya kepada
; RUPS tahunan.

pemegang saham melalui RUPS.

Direksi mengkomunikasikan kepada Kebijakan disosialisasikan
16) | seluruh pegawai mengenai kebijakan melaui brefing dan do'a

strategis BPR di bidang kepegawaian. pagi.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam
17) & ’ pensungkap didokumentasikan secara

secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta
dibagikan kepada seluruh Direksi.

baik.




Terdapat peningkatan pengetahuan,
keahlian, dan kemampuan anggota
Direksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolaan BPR yang ditunjukkan

Peningkatan kompetensi
seluruh SDM telah

18) antara lain dengan peningkatan kinerja dilakukan secara kontinyu
BPR, penyelesaian permasalahan yang dan berkelanjutan.
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders.

Direksi menyampaikan laporan
penerap Tan Kol pade i il menyamplan e
19) gan, OJK, Perbarindo, dan

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media

atau majalah ekonomi dan keuangan diupload di web BPR.
sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala 8
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

. 1,60
jumlah pertanyaan: 5

Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan 016
Tata Kelola (H): 10% ’
PenjumlahanS+P + H 1,36
Total  Penilaian Faktor 1

Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 0,27

20%




Skala Penerapan

No Kriteria / Indikator SB| B |CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Jumlah anggota Dewan Komisaris

1) J Komisaris berjumlah 3
paling sedikit 3 (tiga) orang. Orang.
Jumlah anggota Dewan Komisaris L
2) |tidak melampaui jumlah anggota | V ]umlah Korplsarls3 Orang
. . . dan Direksi 4 Orang
Direksi sesuai ketentuan.
Seluruh anggota Dewan Komisaris
telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui Komisaris telah lulus uii
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang J
. kemampuan dan
3) | masa jabatan anggota Dewan | V kepatuhan serta  telah
Komisaris, RUPS yang menetapkan °p i
. : diangkat melalui RUPS
perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum
berakhirnya masa jabatan.
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan
Komiaris bertempet Cingl
4) kota/kabupaten pada provinsi lain v gzi‘lte;r:)pa;;;cimiialscgnlgta
yang berbatasan langsung dengan propinst yang '
provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling
sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah) paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari jumlah S o
anggota Dewan Komisaris adalah E:ﬁﬁgmemlslggig:dal }?;1
5) | Nomisaris Independen. | -, 50.000.000.000,-  dan
b. Untuk BPR dengan modal inti paling telah memiliki komisaris
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima independent
puluh milyar rupiah) dan kurang dari p '
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu
anggota Dewan Komisaris merupakan
Komisaris Independen.
Dewan Komisaris memiliki pedoman
6) dan tata tertib Kkerja termasuk J Pedoman terdokumentasi
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dengan Baik.
dan rapat.
Dewan Komisaris tidak merangkap
jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merangkap
Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR menjadi  komisaris  di
7) : ) v
atau BPRS lainnya, atau sebagai group yang sama namun

Direksi atau pejabat eksekutif pada
BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

tidak lebih dari dua BPR




8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris
tidak memiliki hubungan keluarga
atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

Antar Komisaris dan
Direksi tidak ada
hubungan keluarga.

9)

Seluruh Komisaris Independen tidak
ada yang memiliki  hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain,
Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang
dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen.

Antar Komisaris tidak
terdapat hubungan
keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/
hubungan keluarga
dengan anggota
Komisaris lain.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 9

1,22

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,61

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi,
antara lain pemberian rekomendasi
atau nasihat tertulis terkait dengan
pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.

Pengawasan telah
dilakukan dan
terdokumentasi

11)

Dalam rangka melakukan tugas
pengawasan, Komisaris mengarahkan,
memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Pengawasan telah
dilakukan dan
terdokumentasi

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
pengambilan  keputusan kegiatan
operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan
mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang
ditetapkan dalam peraturan
perundangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

Komisaris tidak ikut serta
dalam pengambilan
keoutusan oprasional
bank, kecuali kepada
pihak terkait.




13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa
Direksi menindaklanjuti temuan audit
intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau hasil pengawasan otoritas
lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan
dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Komisaris memantau
untuk pemenuhan
komitmen dengan OJK

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara optimal
dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 bulan yang dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat koordinasi
dilakukan mionimal 3
bulan sekali.

15)

Pengambilan keputusan rapat
Dewan Komisaris yang bersifat
strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang Dberlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.

Keputusan rapat
berdasarkan kesepakatan
untuk kepentingan
perusahaan.

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak
memanfaatkan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
yang merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Komisaris bekerja secara
profesional

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan
pemantauan terhadap laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan yang memerlukan
tindak lanjut Direksi.

Komisaris bekerja secara
profesional

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

16
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 8
Dikali dengan bobot B. Proses 0.80

Penerapan Tata Kelola (P): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)




18)

Hasil rapat Dewan  Komisaris
dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions
yang terjadi jika terdapat perbedaan
pendapat, serta dibagikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah rapat
didokumentasikan secara
baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

2
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 1
Dikali dengan bobot C. Hasil 0.20
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
Penjumlahan S + P + H 1,61
Total Penilaian Faktor 2
Dikalikan dengan bobot Faktor 0,24

2:15%




Skala Penerapan

N . SB| B | CB | KB |TB
No Kriteria / Indikator 1 > 3 4 5 Keterangan
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki

modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

iy

BPR telah memiliki Komite Audit dan
Komite Pemantau Risiko dengan anggota
Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

0,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi audit intern.

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan
evaluasi terhadap penerapan fungsi
manajemen risiko.

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa
Komite yang dibentuk menjalankan
tugasnya secara efektif antara lain telah
sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 3

0,00

Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan
Tata Kelola (P): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5)

Komite memberikan rekomendasi terkait
penerapan audit intern dan fungsi
manajemen  risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada
Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

0,00

Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan
Tata Kelola (H): 10%

0,00

PenjumlahanS +P + H

0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan
dengan bobot Faktor 3: 0%




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

Keterangan

5

Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan
prosedur penyelesaian mengenai
benturan kepentingan yang mengikat
setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi
dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah
Rapat.

Kebijakan,
berkaitan
kepentingan telah d

sisdur

benturan

ibuat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

2,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan
kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan
Pejabat Eksekutif tidak mengambil
tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki  benturan  kepentingan
tersebut.

berkomitmen
selalu  bekerja
profesional.

Pengurus dan Karyawan

untuk

secara

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

2,00

Dikali dengan bobot B. Proses
Penerapan Tata Kelola (P) : 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Benturan kepentingan yang dapat
merugikan BPR atau mengurangi
keuntungan BPR diungkapkan dalam
setiap keputusan dan telah
terdokumentasi dengan baik.

Rapat
didokumentasikan.

koordinasi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

2,00




Dikali dengan bobot C. Hasil 0.20
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’

Penjumlahan S + P + H 2,00
Total Penilaian Faktor 4
Dikalikan dengan bobot Faktor 0,20

4:10%




Skala Penerapan

No Kriteria / Indikator SB| B |CB KB |TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatghan .I.nemenuhl Bank memiliki Direktur
persyaratan paling sedikit untuk:
. o kepatuhan yang sudah
a. tidak merangkap sebagai Direktur . L
disetujui 0OJK dan
1) | Utama; v diangkat dengan RUPS
b. tidak membawahkan bidang & 5
: : dan  bekerja  secara
operasional penghimpunan dan .
profesional.
penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
Anggota Direksi yang membawahkan Bank memiliki Direktur
fungsi kepatuhan memahami kepatuhan yang
2) | peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Vv memahami peraturan
peraturan perundang-undangan lain OJK dan Peraturan
yang berkaitan dengan perbankan. perundangan lainya,
Pelaksanaan fungsi kepatuhan
dilakukan dengan membentuk satuan .
. . Satuan Kerja telah
3) | kerja kepatuhan yang independen Vv .
. . dibentuk.
terhadap satuan Kkerja atau fungsi
operasional.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi Satker Kepatuhan terus
4) | kepatuhan menyusun dan/atau | V melakukan Update
mengkinikan pedoman Kkerja, sistem, tentang kebijakan.
dan prosedur kepatuhan.
BPR  memiliki ketentuan intern
mengenal .tugas, wewenans, da.n Ditetapkan melalui surat
5) | tanggung jawab bagi satuan Kkerja V Kkeputusan Direksi
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang p ’
menangani fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 4 1
Total nilai wuntuk seluruh Skala 6
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 1,20
jumlah pertanyaan: 5
Dikali dengan bobot A. Struktur dan 0.60

Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)




6)

Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan menetapkan
langkah-langkah yang diperlukan
untuk  memastikan BPR  telah
memenuhi seluruh peraturan Otoritas
Jasa  Keuangan dan  peraturan
perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas
Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

Direksi kepatuhan selalu
memantau dan
menyamaikan  laporan
sesuai dengan ketentuan.

7)

Anggota Direksi yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan melakukan upaya
untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui
sosialisasi dan pelatihan ketentuan
terkini.

Sosialisasi kepatuhan
terus dilakukan.

8)

Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan memantau dan
menjaga kepatuhan BPR terhadap
seluruh komitmen yang dibuat oleh
BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
termasuk melakukan tindakan
pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas
Jasa  Keuangan dan  peraturan
perundang-undangan.

Komitmen yang telah
disepakati terus dipantau
dan dijalankan.

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan BPR telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Seluruh pengurus dan
Karyawan berkomitmen
menjalankan usaha
sesuai ketentuan yang
ada.

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dimiliki
oleh BPR agar sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Petugas berusaha untuk
bekerja lebih baik setiap
waktunya.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

10
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 5
Dikali dengan bobot B. Proses 0.80

Penerapan Tata Kelola (P): 40%




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat
pelanggaran terhadap ketentuan.

selalu memperbaiki dari
pelanggaran-pelanggaran

12)

Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi  kepatuhan menyampaikan
laporan  pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris. Dalam hal
anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada
Dewan Komisaris.

Laporan telah
disampaikan.

13)

Anggota Direksi yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan menyampaikan
laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau  keputusan Direksi  yang
menyimpang dari peraturan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau peraturan
perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan disampaikan ke
OJK sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

6
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 3
Dikali dengan bobot C. Hasil 0.20
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
PenjumlahanS+P + H 1,60
Total Penilaian Faktor 5
Dikalikan dengan bobot Faktor 0,16

5:10%




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

5

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki
Intern (SKAI).

Satuan Kerja Audit

vV

BPR telah memiliki Satker
Audit Intern (SKAI)

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman
kerja serta sistem dan prosedur untuk
melaksanakan tugas bagi auditor
intern sesuai peraturan perundang-
undangan dan telah disetujui oleh
Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

SKAI  berusaha selalu
mengkinikan  ketentuan
yang berlaku

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern
independen terhadap satuan kerja
operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan
penyaluran dana).

BPR telah memiliki tean
audit intern yang
independent.

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Utama.

SKAI bertanggung jawab
kepada Direktur Utama

5)

BPR memiliki program rekrutmen dan
pengembangan sumber daya manusia
yang melaksanakan fungsi audit
intern.

Rekrutmen dan
pengembangan dilakukan
sesuai kebutuhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 5

1,20

Dikali dengan bobot A.Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,60

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern
sesuai dengan ketentuan pedoman
audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur
kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi
kepentingan BPR dan masyarakat.

SKAI  bekerja
profesonal
ketentuan yang ada.

secara
sesuai




7)

BPR menugaskan pihak ekstern untuk
melakukan kaji ulang paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar
pelaksanaan fungsi audit intern, dan
kelemahan SOP audit serta perbaikan
yang mungkin dilakukan.

BPR telah menugaskan
pihak  extern  untuk
melakukan kaji ulang
pelaksanaan fungsi audit
intern

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern
(kegiatan audit) dilaksanakan secara
memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit,
penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit.

SKAI membuat rencana
kerja audit dan laporan
temuan audit serta
tindaklanjut.

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia
secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

BPR terus meningkatkan
kompetensi SDM

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 4

Dikali dengan  bobot  B.Proses
Penerapan Tata Kelola (P): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada Direktur Utama
dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Laporan  hasil  audit
dilaporkan ke Direksi dan
Komisaris.

11)

BPR telah menyampaikan laporan
pelaksanaan dan pokok-pokok hasil
audit intern dan laporan Kkhusus
(apabila ada penyimpangan) kepada
Otoritas Jasa  Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan telah dilaporkan
ke OJK

12)

BPR menyampaikan laporan hasil kaji
ulang oleh pihak ekstern kepada
Otoritas Jasa  Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan kaji ulang oleh
pihak  extern  sudah
dilakukan

13)

BPR menyampaikan laporan
pengangkatan atau pemberhentian
Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Laporan telah dikirim ke
OJK




Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 ‘ 2 ‘ ‘
Total nilai untuk seluruh Skala 6
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan: 4 1,50
Dikali dengan bobot C. Hasil 015
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
Penjumlahan S+ P + H 1,45
Total Penilaian Faktor 6

Dikalikan dengan bobot Faktor 0,14

6: 10%




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

5

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Penugasan audit kepada Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas  perjanjian Kkerja, ruang
lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan
KAP dimaksud.

Audit KAP
independen
ketentuan

oleh KAP
sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

1,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam pelaksanaan audit laporan
keuangan BPR, BPR menunjuk
Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
serta memperoleh persetujuan RUPS
berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

sesuai dengan ketentuan
yang ada

3)

BPR telah melaporkan hasil audit KAP
dan Management Letter kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan
yang ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 2

1,00

Dikali dengan bobot B.
Penerapan Tata Kelola (P): 40%

Proses

0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

Hasil audit dan Management letter
telah menggambarkan permasalahan
BPR dan disampaikan secara tepat
waktu kepada BPR oleh KAP yang
ditunjuk.

Sesuai dengan ketentuan
yang ada

5)

Cakupan hasil audit paling sedikit
sesuai dengan ruang lingkup audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan
yang ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan




Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan: 2 1,50
Dikali dengan bobot C. Hasil 015
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
Penjumlahan S+ P + H 1,05
Total Penilaian Faktor 7

Dikalikan dengan bobot Faktor 0,03

7:2.5%




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

5

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah membentuk satuan Kkerja
Manajemen Risiko;

NI

Satuan kerja Manajemen
Resiko telah terbentuk

2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen
Risiko, prosedur Manajemen Risiko,
dan penetapan limit Risiko.

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur
secara tertulis mengenai pengelolaan
risiko yang melekat pada produk dan
aktivitas baru sesuai ketentuan.

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 3

2,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi:

a. menyusun kebijakan dan
pedoman penerapan Manajemen
Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan
transaksi yang memerlukan
persetujuan Direksi.

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

5)

Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi
kebijakan Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi
pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen
Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan
permohonan Direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

Dewan

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

6)

BPR melakukan proses identifikasi,
pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.

Resiko diidentifikasi dan
terukur

7)

BPR menerapkan sistem pengendalian
intern yang menyeluruh.

Pengawasan melekat




BPR menerapkan manajemen risiko
atas seluruh risiko yang diwajibkan

Sesuai ketentuan yang

8 . .
) sesuai  Kketentuan Otoritas Jasa ada

Keuangan.

BPR memiliki sistem informasi yang

memadai yaitu sistem informasi . .

. yaiu . Sisdur telah dibuat dan
9) | manajemen yang mampu menyediakan .
; . terus disempurnakan

data dan informasi yang lengkap,

akurat, kini, dan utuh.

Direksi telah melakukan

pengembangan budaya manajemen

risiko pada seluruh jenjang organisasi Peningkatan Kompetensi
10) | dan peningkatan kompetensi sumber dan sosialisasi  terus

daya manusia antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.

dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 7

1,71

Dikali dengan bobot B. Proses
Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,69

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR menyusun laporan profil risiko
dan profil risiko lain (jika ada) yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Laporan dilaporkan
sesuai ketentuan

12)

BPR menyusun laporan produk dan
aktivitas baru yang dilaporkan kepada
Otoritas Jasa  Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan dilaporkan
sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

4
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 2
Dikali dengan bobot C. Hasil 0.20
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
Penjumlahan S +P + H 1,89
Total Penilaian Faktor 8
Dikalikan dengan bobot Faktor 0,19

8:10%




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B | CB | KB

TB

1

2 3 4

= Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem
dan prosedur tertulis yang memadai
terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak
terkait, debitur grup, dan/atau debitur
besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

2,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR secara berkala mengevaluasi dan
mengkinikan kebijakan, sistem dan
prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-
undangan.

Sisdur telah dibuat dan
terus disempurnakan

3)

Proses pemberian kredit oleh BPR
kepada pihak terkait dan/atau
pemberian  kredit besar  telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati- hatian
maupun peraturan perundang-
undangan.

Terus memperhatikan
ketentuan yang ada, dan
menjalankan prinsip
kehati-hatian.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 2

2,00

Dikali dengan bobot B. Proses
Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

Laporan pemberian kredit oleh BPR
kepada pihak terkait dan/atau
pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah
disampaikan secara berkala kepada
Otoritas Jasa Keuangan secara benar
dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan sesuai ketentuan
yang ada




5)

BPR tidak melanggar dan/atau
melampaui BMPK sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

BPR
BMPK

tidak melanggar

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 2

1,00

Dikali dengan bobot C. Hasil
Penerapan Tata Kelola (H): 10%

0,10

PenjumlahanS + P + H

1,90

Total Penilaian Faktor 9
Dikalikan dengan bobot Faktor
9:7.5%

0,14




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

5

Keterangan

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh
Direksi dan disetujui oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan misi
BPR.

Vv

BPR
RBB

telah menyususn

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan
rencana strategis jangka panjang dan
rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan
BPR yang signifikan dengan cakupan
sesuai  ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

BPR telah menyususn
RBB sesuai kondisi dan
asumsi yang ada.

3)

Rencana bisnis BPR  didukung
sepenuhnya oleh pemegang saham
dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang
memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan
kantor, kebijakan, dan prosedur.

BPR telah menyususn
RBB sesuai kondisi dan
asumsi yang ada serta
didukung oleh
infrastruktur yang
memadabhi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 3

1,33

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,67

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang
dapat mempengaruhi kelangsungan
usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan
prinsip kehati-hatian; dan
. penerapan manajemen risiko.

BPR telah menyususn
RBB dengan
mempertimbangkan
sesuai ketentuan.

5)

Dewan  Komisaris = melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan
rencana bisnis BPR.

Pengawasan  dilakukan

oleh Komisaris

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 2

1,50

Dikali dengan bobot B. Proses

Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,60




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Rencana bisnis termasuk perubahan
rencana bisnis disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6)

BPR telah menyususn
RBB dan disampaikan ke
OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala

10: 7.5%

2
Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
. 2,00
jumlah pertanyaan: 1
Dikali dengan bobot C. Hasil 020
Penerapan Tata Kelola (H): 10% ’
Penjumlahan S+ P + H 1,47
Total Penilaian Faktor 10
Dikalikan dengan bobot Faktor 0,11




No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

1

2

3

4

= Keterangan

11

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan
keuangan dan non keuangan yang
didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai
ketentuan termasuk sumber daya
manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.

Sistem laporan keuangan
sudah terprogram sesuai
ketentuan yang ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 1

2,00

Dikali dengan bobot A. Struktur dan
Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan
publikasi setiap triwulanan dengan
materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang
saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Sesuai ketentuan yang
ada

3)

BPR menyusun laporan tahunan
dengan materi paling sedikit memuat
informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada),
seluruh  aspek transparansi dan
informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan  sesuai  ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan yang
ada

4)

BPR  melaksanakan transparansi
informasi mengenai produk, layanan
dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan Dberpedoman pada
persyaratan dan tata cara sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan yang
ada

5)

BPR menyusun dan menyajikan
laporan dengan tata cara, jenis dan
cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan yang
ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan




Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 4

1,50

Dikali dengan bobot B. Proses
Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Laporan tahunan dan laporan
keuangan publikasi ditandatangani
paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama
secara jelas serta disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan  sesuai  ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai
ada

ketentuan yang

7)

Laporan penanganan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan, dan laporan
pengaduan dan  tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian
pengaduan disampaikan sesuai
ketentuan secara tepat waktu.

Sesuai
ada

ketentuan yang

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan: 2

1,00

Dikali dengan bobot C. Hasil
Penerapan Tata Kelola (H): 10%

0,10

PenjumlahanS+P + H

1,70

Total Penilaian Faktor 11
Dikalikan dengan bobot Faktor
11: 7.5%

0,13




’\) RESTU PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
Q/ KLEPU MAKMUR JI. Soekarno Hatta No 12 Kec Bergas Kab Semarang

Telepon: 0298522364
Website: restuklepu.co.id. Email: bprrestuklepumakmur@gmail.com

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR

Alamat . JI. Soekarno Hatta No 12 Kec Bergas Kab Semarang
Nomor Telepon 10298522364

Posisi Laporan : Desember 2020

Modal Inti :Rp. 76.389.463.762,00

Total Aset :Rp. 368.487.152.763,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR periode Desember 2020,
disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.61 dengan predikat Sangat Baik
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

L. Nilai Nilai
No Faktor yang Dinilai (S+P +H) (Dibobot)
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 1.36 0.27
2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.61 0.24
3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi 0.00 0
BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah)
4 | Penanganan Benturan Kepentingan 2.00 0.20
5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan 1.60 0.16
6 | Penerapan Fungsi Audit Intern 1.45 0.14
7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling 1.05 0.03
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian 1.89 0.19
Intern
9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit 1.90 0.14
10 | Rencana Bisnis BPR 1.47 0.11
11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1.70 0.13
Nilai Komposit 1.61
Predikat Komposit _

- Halaman 1 dari 1 halaman -



